
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusidan Nep~tisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 3851) 

1999 ten tang 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah 
dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
yang diselaraskan dengan RKPD Provinsi dan Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP); 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang 
Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
NOMOR /I TAHUN 2019 

TENT ANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN 
PROVINS I SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 

r 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5415); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 

4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2012 Nomor 4); 



14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 

7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2014 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan 

tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 

Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 

Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 

3); 



PEMERINTAHAN PENYELENGGARAAN BAB VI KINERJ A 

DAERAH. 

BAB VII PENUTUP. 

BAB I PENDAHULUAN. 

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN 

DAERAH. 

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. 

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. 

Pasal 2 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe 
Kepulauan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Pasal l 
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Konawe Kepulauan Tahun 2020 merupakan penjabaran 
dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Kepulauan 2016-2021. 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di 
Kabupaten Konawe Kepulauan sekaligus dijadikan tolok 
ukur terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe 
Kepulauan Tahun 2020. 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 

2020. 

Menetapkan 

I , 

MEMUTUSKAN: 



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019 NOMOR J78 

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN, 

: Langara 
Juli 2019 

Diundangkan di 
Pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH 

• 8AC,IAN 

, Sf~[)A 

---- - ------ I __ P_A_fi_' A_,=_K_o_._o_· r_{ c-.--'"'-· A_s_1 1- ;AuATA"i 

BUPATI KONAWE KEPULAUAN, 

2 ASl3TE"' AOIIII UIIIIUliill 

) O.U..AS BAOAN K~~ 

Langara 
-, Juli 2019 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Pasal 3 
Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. 
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